BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Untuk melakukan analisa optimalisasi pengelolaan penanggulangan
bencana alam banjir guna mendukung pembangunan ekonomi nasional,
sangat dibutuhkan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis dan landasan
hukum serta fakta dan data sebagai landasan empiris sehingga pembahasan
menjadi komprehensif, integral dan holistic. Analisis dengan menggunakan
tinjauan pustaka sangat penting dilakukan mengingat jumlah bencana alam
yang terjadi di Jawa Barat masih cukup banyak, akibatnya dapat
mengganggu proses pembangunan ekonomi nasional guna mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan penanggulangan bencana
alam antara lain dipengaruhi oleh kertersediaan regulasi sebagai landasan
penanggulangan bencana, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana
dalam kegiatan operasional di lapangan.

Peraturan terkait penanggulangan bencana banjir digunakan sebagai
landasan dalam bertindak tentang penanggulangan bencana secara
komprehensif. Sebenarnya, ketentuan penanggulangan bencana sudah
tercantum dalam konstitusi kita pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia ....... 7 Amanah ini dapat ditafsirkan
bahwa merupakan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk
melindungi seluruh penduduk Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, dalam menganalisa dan mengkaji optimalisasi
penanggulangan bencana alam guna mendukung pembangunan nasional
diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai tinjauan pustaka, data
dan fakta yang relevan, kerangka teoritis, serta pengaruh perkembangan

7 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Ke Empat



lingkungan strategis sehingga pembahasan dapat dilakukan secara

komprehensif, integral dan holistic.

Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan

untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana alam, baik pada

prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, diantaranya:

a.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Pada Pasal 4 huruf c¢ disebutkan bahwa tujuan
penanggulangan bencana adalah untuk “menjamin terselenggaranya
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi,
dan menyeluruh”. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah menjadi penanggung  jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah membentuk
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai
fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pasal 6
menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan tentang Wewenang Pemerintah
dalam Penataan Ruang, yang berbunyi: Wewenang Pemerintah dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan,
dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; c.
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan d. kerja
sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerjasama
penataan ruang antarprovinsi. (2) Wewenang Pemerintah dalam
pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi: a. perencanaan tata
ruang wilayah nasional; b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan c.

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.



Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Tugas Pokok TNI
terdiri dari operasi militer perang dan operasi militer selain perang.
Pada sub poin operasi militer selain perang terdapat tugas Pokok TNI
membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan
pemberian bantuan kemanusiaan.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan Presiden ini disebutkan
bahwa BNPB dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan
tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan fungsi perumusan dan
penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.  Dengan demikian perencanaan menjadi
salah satu metode yang sangat penting dalam keberhasilan
penanggulangan bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 25
ditentukan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala
BPBD sesuai dengan kewenangannya dan mengerahkan Sumber Daya
Manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat
untuk melakukan tanggap darurat yang meliputi permintaan,
penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan
logistik. ~ Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut terdiri
dari: Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 3
disebutkan  tentang  prinsip-prinsip  dalam  penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Daerah, yaitu: (a) cepat dan tepat; (b)
prioritas; (c) koordinasi dan keterpaduan; (d) berdayaguna dan
berhasilguna; (e) transparan dan akuntabel; (f) kepentingan umum; (g)
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proporsionalitas; (h) profesionalitas; (i) kemitraan; (j) pemberdayaan; (k)
nondiskriminasi; dan (I) nonproletisi. Pasal 14 disebutkan bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana,
meliputi (a) dalam situasi tidak terjadi bencana; dan (b) dalam situasi
terdapat potensi terjadinya bencana. Pada Pasal 41 Ayat (3) disebutkan
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada
saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi (a)
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian dan sumberdaya; (b) penentuan status keadaan darurat
bencana; (c) pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang
terkena bencana; (d) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban
bencana sesuai standar pelayanan minimal; (e) perlindungan terhadap
korban yang tergolong kelompok rentan; dan (f) pemulihan segera
(early recovery) prasarana dan sarana vital. Penanggulangan bencana
pascabencana pada Pasal 59 berbunyi “Penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi
rehabilitasi dan rekonstruksi”.

g. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

h. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana.

1 Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 BPBD Kabupaten Cianjur.

- Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Regulasi di atas merupakan beberapa produk hukum yang
menggambarkan adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Indonesia
dalam penanggulangan bencana alam, baik saat sebelum terjadi bencana,
saat bencana, dan setelah terjadi bencana sehingga dapat mendukung

pembangunan nasional.
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Kerangka Teoritis.

Untuk membahas persoalan penanggulangan bencana alam,
diperlukan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa dengan cara
menentukan konsep berfikir secara konkret tentang hubungan berbagai teori
yang digunakan sesuai dengan judul Taskap ini beserta permasalahannya.
Berbagai kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa
penyebab bencana alam banjir seperti tingginya alih fungsi lahan serta
proses penerapan Teori Manajemen yang belum optimal, artinya
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan
penanggulangan bencana alam belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Adapun bencana alam banjir telah mengakibatkan kerugian yang sangat
besar, seperti di daerah Jawa Barat yang melanda persawahan sehingga
mengakibatkan gagal panen, melanda daerah pemukiman yang
mengakibatkan korban jiwa. Untuk membahas optimalisasi penanggulangan
bencana alam dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka
penulisan Taskap ini menggunakan beberapa tinjauan teori seperti Teori
Manajemen, Teori Sinergitas, dan Teori Optimalisasi, seperti yang diuraikan
pada bagian berikut:

a. Teori Management. George R. Terry berpendapat bahwa manajemen
adalah kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan
manajemen bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang mungkin
terjadi, memberikan pertolongan pada masyarakat yang terkena
bencana. Fungsi dasar management menurut George R. Terry dibagi
menjadi empat, Perencanaan (Planning), @ Pengorganisasian
(Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling),
atau sering disingkat dengan POAC. Teori ini juga dapat digunakan
dalam menanggulangi bencana alam dengan uraian sebagai berikut:

1) Planning (Perencanaan). Perencanaan dapat berarti meliputi
tindakan dengan menyusun kebijakan yang dapat mencegah
terjadinya bencana alam serta menyusun asumsi-asumsi
mengenai bencana alam yang mungkin terjadi pada masa



2)

3)

4)
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mendatang.  Selanjutnya merencanakan kegiatan dan aktivitas

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Organizing (Pengorganisasian), yaitu pengelompokan dan
pembagian tugas disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam
penanggulangan bencana alam, pembagian tugas dari institusi
yang terkait dalam penanggulangan bencana serta menempatkan
para relawan yang mendukung keperluan penanggulangan
bencana pada saat bencana, serta memperlihatkan adanya
hubungan dan wewenang bagi setiap instansi terkait sesuai
dengan perencanaan. Terdapat 5 azas pengorganisasian
menurut George R. Terry adalah, yaitu: 1) The objective atau
tujuan. 2) Departementation atau pembagian kerja. 3) Assign the
personel atau penempatan tenaga kerja. 4) Authority and
Responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. 5)
Delegation of authority atau pelimpahan wewenang.®

Actuating (Pelaksanaan), yaitu adanya semangat bersama dari
seluruh anggota kelompok atau institusi yang dilakukan secara
ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan.®
Dalam penanggulangan bencana, seluruh komponen masyarakat
harus secara bersama-sama melakukan tindakan
penanggulangan bencana yang dilakukan dengan ikhlas.
Controlling (Pengawasan), vyaitu penilaian yang dilakukan
terhadap proses pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Pada tahap pengawasan dilakukan evaluasi untuk
melakukan perbaikan sehingga dapat dicapai hasil maksimal pada
pelaksanaan berikutnya.’®  Proses penanggulangan bencana
agar tetap dilakukan pengawasan sehingga dapat diketahui
apakah pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan.
Pada penanggulangan bencana, proses pengawasan dapat

8 George.R.Terry. 2011. Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. Sukarna, CV. Mandar Maju, Bandung,

hal 46.
9 Ibid, hal. 82.
10 |bid, hal. 110
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dilakukan hingga proses rehabilitasi sehingga dampak dari
bencana alam yang terjadi dapat dipulihkan.

Unsur-unsur manajement menurut George R. Terry terdiri dari

Man, Money, Material, Machine, Methods dan Market, dengan uraian

sebagai berikut: !

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Man (Manusia). Manusia merupakan unsur yang sangat penting
dalam sebuah manajemen karena manusia memiliki peran untuk
merencanakan tujuan yang akan dicapai, serta melaksanakan
kegiatan dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Money (Uang). Uang merupakan unsur yang tidak dapat
diabaikan karena uang memiliki peran dalam pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.

Methods (Metode). Metode yaitu cara yang digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan sehingga dapat dicapai tujuan yang
telah ditetapkan. Metode yang digunakan sangat erat kaitannya
dengan keberhasilan pencapaian tujuan yang dilakukan secara
efektif dan efisien.

Material (Barang/Perlengkapan). Barang/Perlengkapan
merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan, karena
manusia membutuhkan barang/perlengkapan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.'?

Machines (Mesin). Mesin merupakan peralatan yang dibutuhkan
untuk mempermudah manusia dalam mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan. Pada era modern saat ini tersedia beragam
teknologi yang dapat membantu manusia untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.

Market (Pasar). Pasar merupakan tempat hasil produksi untuk
menghasilkan uang bagi lembagal/perusahaan, oleh karena itu

" Effandi, Onong Uchyana. 2011. limu Komunikasi: Teori dan Prakteknya, Remaja Rosdakarya.

Bandung, hal. 11
2 Ibid. hal 12
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pasar dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsur
yang tidak dapat diabaikan.'?

b. Teori Sinergitas oleh AF Stones James (1986). Stones berpendapat
keberhasilan antara beberapa instansi dalam mewujudkan tujuan
bersama sangat dipengaruhi oleh kerjasama dan tingkat komunikasi
antar instansi. Terdapat tiga sifat komunikasi dalam kerjasama yaitu:
Pertama, Defensive, yaitu tingkat komunikasi yang bersifat pasif
sehingga kerjasama yang terbangun menjadi rendah. Kedua,
Respectfull, yaitu komunikasi yang saling menghargai dan dapat
berkompromi sehingga menghasilkan kerjasama yang tinggi antar
instansi. Ketiga, Synergistic, yaitu kerjasama dan tingkat kepercayaan
yang tinggi akan menghasilkan komunikasi yang bersifat sinergitas.'4
Teori ini relevan dalam mempererat kerjasama guna mewujudkan
sinergitas lintas sektoral dalam penanganan akibat bencana alam.'®

c. Teori Optimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik,
tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan
paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan
(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), membuat
sesuatu (sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna,
fungsional, atau lebih efektif.'® Terdapat tiga elemen permasalahan
optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan,
dan sumber daya yang dibatasi."”

1)  Tujuan. Optimalisasi bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan

dan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran dan biaya.

'3 |bid. hal 13

14 Stoner J.A.F and Charles Wenkel. 1986. Management, 3 rd edition, Prenctice Hall. London

'S Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan
Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, http://www.scribd.com/doc/102690268/Peran-
Negara-Dan-Masyarakat-Dalam-Pembangunan-Demokrasi-Dan-Masyarakat-Madani-Di-Indonesia,
diakses tanggal 15 Apri 2021, pukul 21.10 Wib.

16 http://kbbi.web.id di akses pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 20.47 Wib

'7 Krisna Amelia Yuniar. 2017. Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap
Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Tulungagung, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diteritkan), hal. 17
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2) Alternatif Keputusan. Dalam pengambilan keputusan dilakukan
analisa terhadap beberapa keputusan yang memungkinkan sesuai
dengan skala prioritas.

3) Sumber Daya yang Dibatasi. Ketersediaan SDM yang terbatas
sehingga perlu pengelolaan dan penggunaan secara optimal

untuk menghasilkan tujuan yang ditetapkan.

10. Data dan Fakta
Dari beberapa pertanyaan kajian yang telah disampaikan pada
pembahasan sebelumnya, maka dapat disajikan data dan fakta sebagai
berikut:

a. Jumlah Luas Tutup Lahan Di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan tutup lahan yang
sangat massif antara tahun 2000 hingga tahun 2018, yakni
berkurangnya hutan lahan kering primer seluas 300 hektar per tahun,
hutan lahan kering sekunder seluas 1.224 hektar per tahun,
perkebunan seluas 943 hektar per tahun, dan area persawahan
berkurang seluas 1.912 hektar per tahun. Berkurangnya luas tutup
lahan juga diakibatkan oleh pertambahan luas lahan pertanian seperti
lahan kering campur seluas 7.444 hektar per tahun, pertanian lahan
kering seluas 1.901 hektar per tahun, serta permukiman/bangunan
seluas 7.822 hektar per tahun.'®

b. Jumlah Sungai Yang Berpotensi Mengakibatkan Banjir Di Jawa
' Barat.

Sungai dapat menjadi sumber banjir apabila tidak dikelola dengan
baik karena mengakibatkan meluapnya air dari sungai dan
menggenangi daerah di sekitarnya. Terdapat sejumlah sungai di
Provinsi Jawa Barat yang berpotensi menyebabkan banjir pada saat
musim penghujan. Seperti halnya sungai Citarum dengan panjang 323

km, selama ini sering mengakibatkan banjir di sepanjang aliran sungai.

'8 Aksara Bebey. 2021. Perubahan Tutupan Lahan di Jabar Berkurang Drastis dari Tahun 2000
hingga 2018, https://www.merdeka.com/peristiwa/perubahan-tutupan-lahan-di-jabar-berkurang-
drastis-dari-tahun-2000-hingga-2018.html,diakses tanggal 17 Apri 2021, pukul 22.20 Wib.



16

Beberapa sungai di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi

mengakibatkan banjir, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar Sungai di Jawa Barat

No Nama Panjang Sumber Muara Kab yang dilalui
1 Ci Asem 86 km G  Tangkuban | Laut Jawa | Karawang, Subang
Perahu
2 Ci Beet 121km | G Luhur Sungai Bekasi, Karawang
Citarum
3 CiBekasi | 93 km G Pangrango Laut Jawa | Bogor, Bekasi
4 Ci Beres 38 km Bukit Cigarugak | Laut Jawa | Kuningan, Cirebon
5 Ci uni 109 km | G Patahu Samudra Cianjur
Hindia
6 CiDurian | 73km G Halimun Laut Jawa | Prov Banten
7 Ci 51 km G Cikuray Samudra Kab Garut
Kaengan Hindia
8 CiKarang | 80 km G Karang Laut Jawa | Bogor, Bekasi
9 CilLamaya | 76 km Tangkuban Laut Jawa | Cilamaya
Perahu
10 | Ci 55 km Bukit Walakung | Laut Jawa | Indramayu
Lalanang Cikawung
11 | Ciliwung | 96 km G Pangrango Laut Jawa | Bogor, Depok, Jakarta
12 | CiMandiri | 69 km G Gede Samudra Sukabumi
Hindia
13 | CiManuk | 166 G Galunggung LautJawa | Garut, Sumedang,
Majalengka, Indramayu
14 | CiMedang | 87 kkm | G Bangkok Samudra Tasikmalaya,  Ciamis,
Hindia Pangandaran
15 | Ci 104 km | G Bukit Tunggul | LautJawa | Pamanukan
Punegara
16 | CiSadane | 117km | G Pangrango Laut Jawa | Kab Bogor
17 | Ci Seel 103km | G Bongkok Sungai Tasikmalaya, Ciamis
Citanduy
18 | CiTanduy | 178km | G Cakrabuana Samudra Majalengka, Tasik,
Hindia Banjar, Ciamis
19 | CiTarum | 323km | G Wayang Laut Jawa | Bandung, Purwakarta
20 | CiWulan 100 km | G Karacak Samudra Tasikmalaya
Hindia

Sumber: https://id. wikipedia.org/wiki/Daftar_sungai_di_Jawa_Barat

Jumlah Bencana Banjir Di Tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Barat,
Tahun 2018, 2019, dan 2020.

Dari data yang ditampilkan oleh BNPB, pada kurun waktu 2018-

2021, semua Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Jawa Barat sangat

rentan dengan potensi bencana alam banjir. Adapun wilayah yang

paling sering dilanda banjir adalah Kabupaten Bandung, dimana pada




17

tahun 2018 berjumlah 19 kali, tahun 2019 sebanyak 18 kali dan pada
tahun 2020 sebanyak 19 kali, seperti yang terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Bencana Banijir di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 s/d 2020'°

Jumlah Bencana
ne fabupaten 2018 | 2019 | 2020
1 Kab Bandung 19 18 19
2 Kab Bandung Barat 2 1 3
3 Kab Bekasi 5 7 16
4 Kab Bogor 4 10 43
5 Kab Ciamis 5 5 12
6 Kab Cianjur 4 3 4
7 Kab Cirebon 10 9 30
8 Kab Garut 3 21 15
9 Kab Indramayu 2 2 5
10 Kab Karawang 1 6 8
11 Kab Kuningan 3 8 4
12 Kab Majalengka 5 2 13
13 Kab Pangandaran 3 0 10
14 Kab Purwakarta 0 0 8
15 Kab Subang 2 2 &z
16 Kab Sukabumi 3 10 13
17 Kab Sumedang 5 16 21
18 Kab Tasikmalaya 3 3 6
19 Kota Bandung 13 8 8
20 Kota Banjar 0 0 1
21 Kota Bekasi 6 4 5
22 Kota Bogor 12 11 10
23 Kota Cimahi 13 6 13
24 Kota Cirebon 2 2 4
25 Kota Depok 0 2 5
26 Kota Sukabumi 1 0 0
27 Kota Tasikmalaya 8 6 0

Sumber: hitps://fopendata.jabarprov.go.id

11. Perkembangan Lingkungan Strategis.

Menurut analisa yang dilakukan oleh Aqueduct Global Flood Analyzer,
bahwa Indonesia menempati peringkat ke 6 dunia sebagai negara yang
terdampak bencana banjir, yakni sekitar 640.000 orang setiap tahunnya.
Dari data yang dikeluarkan oleh BNPB, bencana banjir adalah bencana yang
paling sering terjadi di Indonesia dengan jumlah sekitar 464 kejadian setiap

9 BNPB. 2021. https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kejadian-bencana-banjir-di-jawa-
barat, diakses tanggal 4 Juli 2021, pukul 17.29 Wib
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tahun.?® Terdapat beberapa penyebab tingginya tingkat bencana banijir di
Indonesia, baik yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis di tingkat global,
regional, maupun nasional sehingga dapat mengakibatkan kerugian dan
korban jiwa apabila tidak diantisipasi dengan cepat. Analisis dari perspektif
lingkungan strategis, dapat dilakukan dengan menyajikan data yang berasal
dari pengaruh global, regional, dan nasional, sebagai berikut:

a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global.

Isu tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim, telah menjadi
perhatian masyarakat dunia sejak diselenggarakannya konferensi PBB
tentang Human  Environment, Swedia, pada tahun 1972
Permasalahan tentang perubahan iklim global telah direspon dengan
membentuk organisasi internasional dan nasional yang mendukung
kelestarian lingkungan. Pada tahun 2006, telah terbentuk sebuah
kerjasama transnasional antar kota yang disebut dengan C40 Cities
Climate Leadership Group. C40 merupakan organisasi yang terdiri dari
kumpulan kota besar dunia yang memiliki komitmen dan agenda untuk
mengatasi dampak dari perubahan iklim global.?!

Peningkatan iklim global yang terus meningkat setiap tahun telah
turut mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim yang berpotensi
mengakibatkan bencana banjir di wilayah Indonesia. Dari penelitian
yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional dan regional
seperti laporan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR),
mengakibatkan bahwa 62 % bencana yang terjadi berkaitan dengan
hidrometeorologi.#? Dari hasil kajian pernah dilakukan oleh beberapa
negara pada tahun 2018 menyebutkan bahwa apabila laju pemanasan
global sebesar 2° C, maka diperkirakan bahwa pada tahun 2031-2051

sebagian besar di wilayah Indonesia terjadi penurunan curah hujan di

2 Dede Sulaeman, dkk. 2019. 3 Faktor Utama Penyebab Banjir di Indonesia dan Bagaimana
Mencegahnya, https://wri-indonesia.org/id/blog/3-faktor-utama-penyebab-banjir-di-indonesia-dan-
bagaimana-mencegahnya, diakses tanggal 3 Juli 2021 pukul 19.42 Wib

2! Erwin Handono. 2015. Munculnya kota sebagai aktor penting dalam politik lingkungan global:
studi kasus c40 cities climate leadership group.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/86471,diakses tanggal 18 Apri 2021, pukul
23.20 Wib.

2 Kementerian Keuangan, 2021. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13681/BMN-dan-
Bencana.html, diakses tanggal 4 Juli 2021, pukul 19.21 Wib
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kawasan Asia Tenggara, tetapi jumlah hujan ekstrem yang terjadi
semakin besar.?® Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai
kerugian yang diakibatkan oleh perubahan iklim global, maka
pembangunan berkelanjutan harus digalakkan.

Perkembangan lingkungan global yang turut memberikan
pengaruh pada penanggulangan bencana banjir adalah pandemi Covid-
19, yang diawali tahun 2019 di Wuhan China, namun saat ini telah
menjangkau 178 negara di dunia. Adanya pandemi Covid 19 telah
mengakibatkan sejumlah negara merelokasi anggaran penanggulangan
bencana banjir pada penanggulangan Covid-19.

Pengaruh Perkembangan Regional.

Negara yang ada di kawasan Asia Tenggara memiliki risiko
bencana alam yang tinggi sehingga memiliki potensi kerugian sekitar
0,2 % dari PDB kawasan atau sekitar US$ 4,6 miliar. Menurut data
yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 100
juta penduduk terkena dampak bencana alam pada tahun 2000.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan pertemuan
seperti ‘ASEAN Ministerial Meeting on Disaster
Management (AMMDM)”, yang menghasilkan ASEAN Agreement on
Disaster Management and Emergency Response (AADMER), dimana
ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) merupakan pusat
koordinasi. Dalam menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara,
AADMER selalu bekerja dengan proaktif untuk membangun kerjasama,
meningkatkan koordinasi, memberikan bantuan, serta memobilisasi
berbagai sumber daya untuk melakukan penanggulangan bencana.?*

Untuk mendukung keberhasilan kerjasama yang dilakukan dalam
perjanjian AADMER, maka pada tahun 2011, telah dibentuk ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster
Management (AHA Centre), yaitu organisasi untuk memfasilitasi kerja

3 Ibid

?4Mohtar Mas'oed. 2019. Tantangan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Responce (AADMER) Sebagai Rezim Penanggulangan Bencana di Kawasan Asia Tenggara,
https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/tantangan-asean-agreement-on-disaster-management-and-
emergency-responce-aadmer-sebagai-rezim-penanggulangan-bencana-di-kawasan-asia-
tenggara/, diakses tanggal 14 Juni 2021, pukul 20.10 Wib.
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sama dan koordinasi penanggulangan bencana negara-negara
anggota ASEAN sehingga penanggulangan bencana saat tanggap
darurat dapat dilakukan dengan cepat. Dalam meningkatkan kerjasama
dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara, maka AHA
Center telah membangun partnership building dengan Australia,
Jepang, New Zealand, Amerika Serikat dan Uni Eropa.?®

Untuk mendukung pendanaan penanggulangan bencana di
kawasan Asia Tenggara, maka anggota Negara ASEAN diwajibkan
memberikan iuran sehingga apabila terjadi bencana, maka bantuan
penanggulangan bencana akan diberikan oleh AHA Centre. Berbagai
peralatan bantuan yang dapat diberikan oleh AHA Centre adalah
seperti tenda pengungsian, kemah keluarga, peralatan yang dibutukan
keluarga, generator, perahu kecil untuk mendukung evakuasi, dan
peralatan yang digunakan untuk menjernihkan air yang dikirimkan ke
kemah pengungsian di daerah bencana.

¢. Pengaruh Perkembangan Nasional.

Berbagai ancaman bencana alam di dalam negeri, termasuk di
Provinsi Jawa Barat belum teratasi dengan optimal sehingga
mengakibatkan kondisi secara berulang dan mengakibatkan kerugian
dalam jumlah yang sangat besar. Pemerintah harus mampu mengatasi
kondisi bencana alam yang terjadi baik pada saat sebelum bencana,
saat terjadi bencana atau saat tanggap darurat maupun setelah terjadi
bencana dengan mengantisipasi pengaruh perkembangan lingkungan
strategis secara nasional dalam berbagai aspek kehidupan, yang
ditinjau dari aspek Asta Gatra, sebagai berikut:

1) Gatra Geografi. Letak geografis Provinsi Jawa Barat secara

geografis terletak di antara 5°50’ - 7°50’ LS dan 104 °48’ - 108° 48’

BT, dengan struktur geologi yang kompleks, yakni daerah

pegunungan di bagian tengah dan selatan, dataran rendah di

bagian utara. Tingkat curah hujan di Jawa Barat cukup tinggi,

yaktu antara 2000-4000 mm/th; Debit air yang tinggi pada 40

SPPSAT UGM. 2020. Upaya ASEAN dalam Penanggulangan Bencana Melalui Lembaga AHA
Centre, https://pssat.ugm.ac.id/id/upaya-asean-dalam-penanggulangan-bencana-melalui-lembaga-
aha-centre/, diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul 22.30 Wib.
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Daerah Aliran Sungai sekitar 81 milyar m3th dan air tanah 150
juta m%th. Wilayah Jawa Barat dibagi menjadi 27 kabupaten/kota
terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, 626 kecamatan, 641
kelurahan, dan 5.321 desa. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,
terdapat 13 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan terhadap
banjir cukup tinggi.2®

Gatra Demografi. Berdasarkan data dari hasil Sensus Penduduk
yang dilaksanakan BPS pada tahun 2020, tercatat bahwa Provinsi
Jawa Barat memiliki penduduk sebanyak 48,27 juta jiwa hingga
September 2020 atau mengalami penambahan 5,2 juta jiwa dalam
waktu sepuluh tahun, atau sekitar 1,11 % per tahun. Tingkat
kepadatan penduduk di Jawa Barat sekitar 1.365 jiwa per km?,
yakni luas wilayah Provinsi Jawa Barat sekitar 35,38 ribu km?,
dengan jumlah penduduk sebanyak 48,27 juta jiwa.?” Jumiah
penduduk di Jawa Barat adalah merupakan yang paling banyak di
Indonesia sehingga membutuhkan tempat tinggal untuk hunian
yang mengakibatkan resapan air menjadi berkurang.

Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA). Indonesia memiliki SKA
yang melimpah, termasuk Provinsi Jawa Barat. Pasal 33 Ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.?® Namun
pengelolaannya sering tidak memperhatikan kelestarian
lingkungan, seperti yang terjadi di Kabupaten Subang dan
Kabupaten Indramayu dimana terjadi banjir luapan sungai yang
mengakibatkan puluhan ribu rumah terendam banijir.

Gatra Politik. Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk
menyusun kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana,

ZRPJMD Jawa Barat, 2013-2018. https://jabarprov.go.id/assets/data/menu/2BAB_II_RPJMD_20_
September_2013.pdf, diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul 20.15 Wib.

2Ardian Rochmansya Pratama. 2021. Penduduk Jawa Barat Capai 48,27 Juta Jiwa, Paling Sedikit
di Kota Banjar, https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-061313783/penduduk-jawa-
barat-capai-4827 -juta-jiwa-paling-sedikit-di-kota-banjar?page=3, diakses tanggal 20 Juni 2021,

pukul 23.05 Wib.

Bpasal 33 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai pijakan untuk
mencegah banjir. Pemerintah juga telah membentuk lembaga
khusus penanggulangan bencana, yakni BNPB di tingkat pusat
dan BPBD di tingkat daerah. Di sisi lain, ketersediaan anggaran

dalam penanggulangan bencana setiap tahun mengalami
penurunan, hal ini terlihat dari anggaran yang dikelola oleh BNPB
pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,661 triliun, kemudian menjadi Rp.
1,653 triliun pada 2016, Rp. 1,084 triliun pada 2017, Rp. 748
miliar pada 2018, Rp. 614 miliar pada 2019, Rp. 430 miliar pada
2020, dan Rp. 481 miliar pada 2021.2°

5) Gatra Ekonomi. BPS Jawa Barat menyebutkan bahwa
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami koreksi
sebesar 2,44 % atau menurun sebesar 5,07 % dibanding tahun
2019, meski pada Triwulan IV Tahun 2020 sudah menunjukan
adanya tren positif. Bidang usaha yang mengalami pertumbuhan
positif saat pandemi Covid-19, yaitu 34,64 % usaha informasi dan
komunikasi, 10,80 % pengadaan air, limbah dan daur ulang, jasa
pendidikan 6,69 %, real estate 1,92 %, dan jasa keuangan dan
asuransi 1,15 %.3° Kondisi perekonomian yang semakin
memburuk dapat terjadi akibat terjadinya bencana alam banijir.
Oleh karena itu, penanggulangan bencana alam banjir harus
dilakukan secara optimal agar dapat mencegah dan
meminimalisasi kerugian dan korban yang mungkin terjadi.

6) Gatra Sosial Budaya. Pembangunan Indeks Manusia di Provinsi
Jawa Barat mengalami kemajuan setiap tahun seperti halnya pada
tahun 2020, Jawa Barat memiliki IPM 72,09, meningkat 0,06 poin
dari tahun 2019 sebesar 72,03. Peningkatan IPM merupakan hasil
agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM seperti

# Eko Ari Wibowo. 2021. Doni Monardo: Kejadian Bencana Meningkat, tapi Anggaran BNPB
Tiap Tahun Turun, https://nasional.tempo.co/read/1442832/doni-monardo-kejadian-bencana-
meningkat-tapi-anggaran-bnpb-tiap-tahun-turun/full&view=ok, diakses tanggal 4 Juli 2021, pukul
21.05 Wib

®RepTeguh. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Jabar Tahun 2020 Masih Terkontraksi?,
https://jabarprov.go.id/index.php/news/41206/Pertumbuhan_Ekonomi_dJabar_Tahun_2020_Masih_
Terkontraksi, diakses tanggal 21 Juni 2021, pukul 22.50 Wib.



23

meningkatnya usia hingga 72,85 tahun, meningkatnya lama

sekolah menjadi 12,48 tahun, penduduk berusia lebih dari 25

tahun telah mengikuti pendidikan rata-rata 8,37 tahun, mengalami

peningkatan sebesar 0,22 dari tahun 2019. Meningkatnya IPM

Jawa Barat merupakan akumulasi dari IPM di tingkat

kabupaten/kota, karena terdapat 3 Kabupaten yang memiliki IPM

“Sangat Tinggi”; 13 kabupaten/kota IPM “Tinggi”; dan 11

kabupaten/kota memiliki IPM “Sedang’. Meningkatnya [PM

Provinsi Jawa Barat turut memberikan kontribusi bagi kesadaran

masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memiliki

kemampuan untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir.®!

7) Gatra Pertahanan Keamanan. Satuan TNl yang ada di Provinsi
Jawa Barat selalu memberikan respon yang cepat apabila terjadi
bencana, seperti yang terjadi di Cisarua Kabupaten Bogor, dimana
sehari pascabanjir bandang, Pangdam IllI Siliwangi, Danrem
061/SK langsung segera meninjau lokasi sekaligus membantu
korban bencana di pengungsian. Pangdam, Dandim dan Danrem
terus membantu dan memantau penanggulangan pascabanijir
walaupun dengan berbagai keterbatasan. Tingginya potensi
bencana alam banijir di Provinsi Jawa _Barat membutuhkan SDM
TNI, Polri yang professional yang didukung sarana prasarana
modern untuk mengatasi bencana yang terjadi.*?

d. Peluang dan Kendala.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional,
selain memberikan dampak positif bagi penanggungan bencana banjir
juga menimbulkan kendala yang harus diantisipasi dan dihindari.
Beberapa peluang dan kendala dari pengaruh perkembangan

lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

$https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/837/indeks-pembangunan-manusia--ipm--
provinsi-jawa-barat-pada-tahun-2020-mencapai-72-09.html, diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul
16.50 Wib.
Zhttps://tni.mil.id/view-193522-pangdam-iiisiliwangi-turun-langsung-ke-lokasi-banjir-bandang-di-
cisarua-bogor.html, diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 19.45 Wib.
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Pengaruh Perkembangan Global. Kerjasama antar negara
seperti C40 Cities Climate Leadership Group serta
konferensi PBB yang berkomitmen untuk mengatasi dampak
dan perubahan iklim global mendorong setiap negara-negara
di dunia untuk aktif melakukan penanggulangan bencana.
Namun adanya pandemi Covid-19 menjadi kendala karena
adanya pengurangan anggaran penanggulangan bencana
yang direfocusing untuk menanggulangi covid-19.

Pengaruh Perkembangan Regional. Negara-negara di
kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN
melakukan berbagai kegiatan seperti pertemuan ASEAN
Ministerial Meeting on Dissaster Management untuk
membangun kerjasama, koordinasi, pemberian bantuan,
dalam penanggulangan bencana. Adapun letak geografi Asia
Tenggara yang berada di antara dua benua dan dua
samudera menjadi kendala tersendiri karena memiliki potensi
terjadinya bencana alam.

Pengaruh Perkembangan Nasional. Di dalam negeri,
pengaruh perkembangan nasional memberikan peluang
dalam penanggulangan bencana seperti komitmen yang
tinggi dari pemerintah terlihat dari kebijakan yang telah
disusun mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Demikian juga dengan peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat
akan memberikan kontribusi masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan
bahaya banijir, serta kesiapan TNl yang memiliki Alutsista
dapat digerakkan untuk memberikan respon cepat dalam
setiap kejadian bencana alam banjir. Di sisi lain, terdapat
kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana
banjir seperti pertambahan penduduk yang membutuhkan
tempat tinggal dan lapangan pekerjaan, sehingga daerah
yang menjadi resapan air sering dialihkan menjadi

pemukiman dan daerah industri.






